SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : lb TAHUN 2014
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a.bahwa 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2014 telah dibahas Panitia
Khusus I dan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Batang
bersama Eksekutif dan hasil pembahasan telah disetujui
oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang;

b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD
Kabupaten Batang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
DPRD Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap
4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Batang Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304 1);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);

Mengingat : 1.
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10.

11.

12.

13.

Tahun 1984 tentang Pengesahan
Penghapusan Segala Bentuk
Wanita (Convention On The
Of Discrimanation Against
ndonesia Tahun 1984
Negara Republik

Undang-Undang No 7
Konvensi Mengenai
Diskiriminasi Terhadap
Elimination Of All Forms
Women) (Lembaran Negara I
Nomor 29, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 3277);
Undang-Undang Nomor g Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran ~ Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

Undang_-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3668);

Undang-Undang Nomor 4 Tehun 1997 tentang
Penyandang Cacat (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Lgrangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3817);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

39 Tahun 2002 tentang
i onesia

Penyiaran (Lembaran
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

#
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang
baran Negara Republik Indonesia

Rumah Susun (Lem

Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3317);

9 Tahun 1992 tentang

Undang-Undang Nomor
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun _1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3437);

Undang-quang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun _1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Negara Republik Indonesia

Tidak Sehat (Lembaran

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);

Und.ang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tah
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Pendidikan Nasional (Lembaran
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
un 2002 Nomor 109, Tambahan

Indonesia
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

17 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang Nomor

2003 tentang Sistem
Negara Republik

Undang-Undang Nomor

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
mor 4286);

k Indonesia No

ara Republi
a 2004 tentang

Lembaran Neg

Undang-Undang Nomor 1 Tahu
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran

ahun 2004 Nomor 9,

blik Indonesia Nomor 4355);

Indonesia T
Negara Repu
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perw#®ilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomeor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
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7 Tahun 2014 tentang
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
Gelandangan  dan Pengemis

Penang-gulangan
g o 0 Republik Indonesia Tahun 1980
ublik

Undang Nomor

. Undang-
Perdagangan (Lembaran

(Lembaran Negara
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Rep
Indonesia Nomor 3177);

2 Tahun 1981 tentang

. Peraturan Pemerintah Nomor 4

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin
onesia Tahun 1981

Nomor 59, Tam Republik

Indonesia Nomor 3206);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Undang Hukum Acara

Pelaksanaan Kitab Undang-
blik Indonesia Tahun

Pidana (Lembaran Negara Repu
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana tel
diubah dengan Peraturan Pemerintah ~ Nomor 58
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah ~ Nomor 97 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitan Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

omor 2 Tahun 1988 tentang
Anak Bagi Anak Yang

Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

 Peraturan Pemerintah Nomor n1 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
I Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3381);

erintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
mbaran Negara Republik Indonesia
ahan Lembaran Negara

. Peraturan Pemerintah N
Usaha Kesejahteraan

Peraturan Pem

Kemitraan (Le
Tahun 1997 Nomor 91, Tamb

Republik Indonesia Nomor 3718);
. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3743);
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S1.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

ntah Nomor 43 Tahun 1998 tentang
hteraan Sosial Penyandang
Republik Indonesia Tahun
baran Negara Republik

Peraturan Pemeri )
Upaya Peningkatan Keseja
Cacat (Lembaran Negara

1998 Nomor 70, Tambahan Lem

Indonesia Nomor 3952);

peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut
Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 445 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Rencana Tata .
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunarn peraturan Dewan Perwakilan
Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah tentang
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5104);

omor 69 Tahun 2010 tentang

Peraturan Pemerintah N
Insentif

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun
2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri E
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007
Nomor 1 Seri E 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007
Nomor 13 Seri E Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008
Nomor 1 Seri E Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun
2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2010 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran  Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
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68. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014.

PERTAMA : Menyetujui 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2014, yang terdiri atas :
1.~Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang

enyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, : '

9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang
Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan
Toko Swalayan di Kabupaten Batang;

3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang &
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara
Telekomunikasi Beserta Retribusinya;

4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

dengan beberapa penyesuaian dan perubahan sebagaimana

tercantum dalam laporan hasil pembahasan Panitia Khusus

I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Batang.
KEDUA . Persetujuan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA

dituangkan dalam’Berita Acara Persetujuan Bersama Antara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan

Bupati Batang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Batang -

pada tanggal 7 Juli 2014
KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

ttd

PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUP TANG

NUR SUHRARTIYAH
Pembina Utama Muda (IV/¢)
NIP. 19591018 198511 2 001
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SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : !5 TAHUN 2014
TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

: a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor : 910/070/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati
Batang tentang Penjabaran  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013, perlu
ditindaklanjuti dengan Penetapan Rancangan Peraturan
Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah yang
didahului dengan Rapat Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahap III;

Menimbang

b. bahwa sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahap III,
maka Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran
2013 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang
Tahun Anggaran 2013 menjadi Peraturan Daerah;
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Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1l Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2757);

17 Tahun 2003 tentang
Negara Republik Indonesia
an Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor
Keuangan Negara (Lembaran
Tahun 2003 Nomor 47, Tambah
Republik Indonesia Nomor 4286);

1 Tahun 2004 tentang
perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
(Lembaran Negara Republik

Pemerintahan Daerah
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
32 Tahun 2004 tentang

Atas Undang-Undang Nomor

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Nomor 4844);

Negara Republik Indonesia
33 Tahun 2004 tentang

8. Undang-Undang Nomor
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5043);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4138);

11.PeraFurap Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19.P§raturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan |
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
|

21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

290, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693);
04. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 32);
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Peraturan Dewan Perwakilan

Pedoman Penyusunan .
Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah tentang ) :
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5104);
Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun

ngelolaan Keuangan Daerah
Batang Tahun 2007 Nomor

26. Peraturan Daerah
2007 tentang Pokok-pokok Pe
(Lembaran Daerah Kabupaten
1 Seri E No. 1);

97. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 4);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun
2013 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11);

29. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BATANG TAHUN ANGGARAN 2013 MENJADI

PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran

2013 menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA . Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum
PERTAMA, merupakan penyempurnaarn dan penyesuaian
atas Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, berdasarkan
Hasil Evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah.
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Rancangan Peraturan Daerah tentang
aksanaan Anggaran Pendapatan
ahun Anggaran 2013, realisasi

KETIGA : Hasil Evaluasi
Pertanggungjawaban Pel
dan Belanja Daerah T
anggaran ditetapkan sebagai berikut :

Rp.1 .086.627.383.076,00
Rp.1.067.412.675.201 ,00

Rp. 19.214.707.875,00

a. Pendapatan ......
b. Belanja ...........

c. Pembiayaan
- Penerimaan... Rp. 132.532.413.822,00

- Pengeluaran.. Rp. 5.053.462.944,00
Rp. 127.478.950.878,00

Pembiayaan Netto ............
Rp. 146.693.658.753,00

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 17 Juli 2014

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

ttd.

PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEZN BATANG

NUR AH
Pembina Utama Muda (IV/¢)
NIP. 19591018 198511 2 001
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PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 15 TAHUN 2014
TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2013
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor : 910/070/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang
Tehun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati
Batang  tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013, perlu

ditindaklanjuti dengan Penetapan Rancangan Peraturan

Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah yang

didahului dengan Rapat Badan Anggaran Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahap III;

pembahasan Badan Anggaran Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahap 111,
maka  Rancangan  Peraturan Daerah  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran
2013 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
a dan huruf b, perlu menetapkan
akilan Rakyat Daerah Kabupaten

Batang tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang

Tahun Anggaran 2013 menjadi Peraturan Daerah;

Menimbang

b. bahwa sesuai hasil

c. bahwa
dimaksud pada huruf
Keputusan Dewan Perw
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Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 352,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2757);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

7. Undang-Undang Nomor
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9,

10.

11.

12.

13.

14,

15.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyaé
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

Pcf'aturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);

Pera'tura_n Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4693);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 32);
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor
1 Seri E No. 1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 4);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun
2013 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1 1);

29. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BATANG TAHUN ANGGARAN 2013 MENJADI
PERATURAN DAERAH.

PERTAMA  : Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran
2013 menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum
PERTAMA, merupakan penyempurnaan dan penyesuaian
atas Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, berdasarkan
Hasil Evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah.
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KETIGA - Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, realisasi

anggaran ditetapkan sebagai berikut :

Rp.1.086.627.383.076,00

a. Pendapatan ......
Rp.1.067.412.675.201,00

b. Belanja ...........

Rp. 19.214.707.875,00

c. Pembiayaan
- Penerimaan... Rp. 132.532.413.822,00

- Pengeluaran.. Rp. 5.053.462.944,00

Pembiayaan Netto ............ Rp. 127.478.950.878,00

SILPA vt i Rp. 146.693.658.753,00

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 17 Juli 2014

PARAF KOORDINASI
SET. DPRD EAB. BATANG KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

1 | SEKRETARIS DEWAN | [ -

2 | kasas ruxuw persbarGan| g

3 | KA BAG. UMUM IR
4 | KA.BAG. HUMAS ;

5 [xAsuszAG. . Pll..| D PURWANTO
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